5.1

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adapun simpulan yang dapat peneliti ambil dari hasil analisa dan

pembahasan yang telah dilakukan yaitu:

1.

Tindakan Karen Agustiawan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 97
ayat (5) UUPT yang menyatakan bahwa anggota Direksi dibebaskan dari
tanggung jawab atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dan dapat menunjukkan bahwa
kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya serta
bertindak dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian untuk kepentingan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Direksi BUMN yang telah menjalankan organisasinya dengan fokus pada
tata kelola perusahaan yang baik hanya dapat dikategorikan sebagai risiko
bisnis dan bukan sebagai tindak pidana korupsi. Pada dasarnya kejadian
yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dapat dihindari
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Kerugian yang dialami
Perseroan bukan disebabkan oleh kesalahan atau kecerobohan Direksi, dan

kasus ini tidak melibatkan dugaan tindak pidana korupsi.
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Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam hasil analisa penelitian

ini ialah

1.

Pada kondisi seperti ini, Tata Kelola Perusahaan yang baik harus dijadikan
pedoman bagi Direksi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengenai Tata Kelola
Perusahaan yang baik. Organ Perseroan, khususnya Direksi, wajib
menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
untuk kepentingan Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan dan semua
peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dipatuhi oleh Direksi
dalam mengelola Perseroan.

Dalam rangka mencapai tujuan Perseroan dan membantu ketika terjadi
kerugian pada Perseroan, anggota Direksi harus mematuhi prinsip
akuntabilitas. Hal ini dikarenakan, berdasarkan Putusan Nomor 121
K/Pid.Sus/2020, Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara

pribadi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari risiko bisnis.



